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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan uraian penelitian beserta argumentasi yang telah 

disampaikan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bentuk perkara dalam pembagian harta bersama dalam putusan 

Mahkamah Agung Nomor 236 K/Ag/2025 berawal dari sengketa harta 

bersama antara suami dan istri setelah perceraian. Perkara tidak hanya 

berkaitan dengan penentuan apakah objek tertentu termasuk harta 

bersama atau harta bawaan, tetapi juga mengenai besarnya bagian dari 

masing-masing pihak dalam harta bersama.  Pada tingkat pertama, 

Pengadilan Agama Kebumen menetapkan objek-objek yang diperoleh 

selama perkawinan sebagai harta bersama dan membaginya secara 

sama rata. Putusan tersebut pada tingkat banding pada pokoknya tetap 

mempertahankan pembagian. Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung 

memberikan pembagian yang berbeda, yaitu 60% untuk mantan istri 

dan 40% untuk mantan suami. 

2. Penafsiran Majelis Hakim dalam menentukan harta bersama pada 

tigkat pertama menggunakan interpretasi gramatikal dan ekstensif 

dengan berpedoman pada Pasal 1 huruf (f) KHI jo. Pasal 35 Undang-

Undang Perkawinan serta Pasal 87 KHI. Penentuan status harta 

didasarkan pada waktu diperolehnya harta, yaitu harta yang diperoleh 

selama perkawinan dikategorikan sebagai harta bersama, sedangkan 

harta yang diperoleh sebelum perkawinan dikategorikan sebagai harta 

bawaan. Majelis Hakim pada tingkat pertama telah 

mempertimbangkan dan menentukan klasifikasi masing-masing objek 

harta yang di sengketakan, dengan membedakan harta bawaan dan 

harta bersama. Penentuan ini pada pokoknya dipertahankan oleh 

Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama 

Semarang, sehingga kedua tingkat peradilan tersebut memiliki 
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kesesuain dalam menentukan objek mana yang termasuk harta bawaan 

dan objek mana yang termasuk harta bersama. Pada tingkat kasasi, 

Mahkamah Agung tidak mengubah atau menggantikan objek harta 

yang telah ditentukan, melainkan hanya melakukan perubahan 

proporsi pembagian harta bersama. Berdasarkan teori disparitas 

hukum, terdapat perbedaan dalam putusan mengenai pembagian harta 

bersama antara Pengadilan Agama Kebumen, Pengadilan Tinggi Agama 

Semarang dan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Kebumen dan 

Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada pokoknya menetapkan 

pembagian harta bersama secara sama rata sebesar 50% : 50%, 

sedangkan Mahkamah Agung memperbaiki bagian tersebut menjadi 

60% untuk istri dan 40% untuk suami.  Dengan demikian perubahan 

pada tingkat kasasi tidak terletak pada penentuan atau klasifikasi objek 

harta, melainkan pada proporsi pembagian harta bersama antara para 

pihak. Mahkamah Agung tetap mendasarkan putusannya pada fakta 

dan objek harta yang telah dipertimbangkan, kemudian melakukan 

penilaian yang berbeda terhadap proposri pembagian yang dianggap 

lebih adil bagi para pihak.  

5.2 Saran 

Berdasarkan temuan yang telah penulis jelaskan secara rinci di atas, maka 

saran yang dapat disampaikan penulis sebagai berikut: 

1. Saran penulis dalam memutus perkara harta bersama Majelis Hakim 

hendaknya tidak hanya mempertimbangkan pembagian secara sama 

rata, tetapi juga memperhatikan kontribusi ekonomi, peran domestik 

dan kondisi masing-masing pihak selama perkawinan 

2. Saran penulis bagi lembaga peradilan diperlukan pertimbangan yang 

lebih jelas mengenai dasar pembagian harta bersama secara tidak sama 

rata agar tetap memberikan keadilan sekaligus kepastian hukum bagi 

para pihak 
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3. Saran penulis bagi peneliti selanjutnya, dapat memperluas kajian 

dengan pendekatan yang berbeda atau objek yang lebih beragam. Atas 

dapat dikembangkan dengan membandingkan lebih banyak putusan 

untuk melihat penerapan interpretasi hukum dan keadilan gender 

dalam pembagian harta bersama 
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